
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 11
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

BUPATITABALONG,
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nornor 77, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor6914);

7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
6801);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
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4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor5, Tambaban Lcrnbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4355), sebagaunana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nornor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nornor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 ten tang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 2004 Nornor
66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4400);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telab
diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telab diubab dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaban Alas
Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

13. Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tabun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan KepaJa Daerab dan Wakil Kepala
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000
Nomor 210, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4028);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6779);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Kcuangan Amara Pernerintah Pusat dan Pemcrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);

10. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6173);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041):

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibab
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5165);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4738);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor648);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Percanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor350);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengclolaan Investasi Pemcrintah Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6883);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6385);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerab adalab Kabupaten Tabalong.

Pasall

BAB I
KETENTUANUMUM

PENJABARAN PERUBAHAN
BELANJA DAERAH TAHUN

PERATURAN BUPATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ANGGARAN2025.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

40. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tabun 2025 tentang
Perubaban Rencana Kerja Pemerintah Daerab Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2025 Nomor 18);

39. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tabun 2024 ten tang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tabun
2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diu bah ,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tabun
2025 ten tang Perubaban Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran
2025 (Berita Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2025 Nomor
11);

38. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerab Kabupaten Tabalong (Berita
Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 17 Tabun 2025 ten tang Perubaban Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tabun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerab Kabupaten Tabalong (Berita
Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2025 Nomor 17);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tabun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tabun
2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Tahun 2024 tentang Perubaban Kedua Alas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 3);
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi
kewenanganDaerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lernbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraPemerintab Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraanpemerintahan Daerah yang menjadi kewenanganDaerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah sernua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih
kurang antara Pendapatan Daerah dan BelanjaDaerah.

10. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih
lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

11. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pernbiayaan adalah setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yangmasuk ke KasDaerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari KasDaerah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah

selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu
periodeanggaran.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPASKPDadalah dokumen yang memuat pendapatan,
dan belanja SKPD atau dokumen yang rnemuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPDyang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sebagaimana dirnaksud dalarn Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2023 tentang PengelolaanTransfer ke Daerah.

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyal

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan danfatau diberikan oleb Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka

-7-



APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.038.092.442.163,00 (tiga triliun
tiga puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu
seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar
Rp603.828.55S.884,19 (enam ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta
lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan
belas sen) sehingga menjadi Rp3.641.920.998.047,19 (tiga triliun enam ratus empat
puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh

Pasal3

(2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dengan Peraturan Bupati iru, ditetapkan penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025.

Pasal 2

BABII
PENJABARANPERUBAHANAPBD

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

20. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian
Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2023 ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

25. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan
Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak
memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.
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g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan
bersifat Umum yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan
Keuangan;

f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial;

d. Lampiran Illb Daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah
berupa barang yang diterirna serta SKPDpemberi hibah;

e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerirna, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan
Sosial;

c. Lampiran IlIa Daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah
berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;

b. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelornpok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri
dari:
a. Larnpiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

(0,00)

631.907.286.152,34

44.293.315.316,00

44.293.315.316,00

676.200.601.468,34

129.928.355.090,00
546.272.246.378,34

c. Pembiayaan Daerah
l. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula Rp.
b) Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp.
peru bah an

2. Pengeluaran Pernbiayaan
a) Semula Rp.
b) Bertarn bah / (berkurang) Rp.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp.
peru bah an
Jumlah pernbiayaan neto setelah Rp.
perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp.
peru bah an

Pasal4

Rp. 3.597.627.682.731,19

2.993.799.126.847,00
603.828.555.884,19

Rp.
Rp.

b. Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp. 2.965.720.396.578,85

2.908.164.087.073,00
57.556.309.505,85

Rp.
Rp.
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delapan ribu empat puluh tujuh rupiah sembilan belas sen), dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah

1. Semula
2. Bertarnbah / (berkurang)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan



MUHAMMAD NOOR RlFANI

ttd.

BUPATITABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Agustus 2025

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

BAB III
OPA SKPD

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, 8elanja dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2025.

1. Lampiran VlI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, 8elanja dan Pembiayaan; dan

k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan 8esaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;

J. Lampiran VTb Daftar Nama Penerima, Alamat dan 8esaran 8elanja Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;

1. Lampiran VIa Oaftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja 8agi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;

Oaftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan
bersifat Khusus yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan
Keuangan;

h. Lampiran Vb
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Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAG(AN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 26

HAMIDA MUNAWARAH

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1Agustus 2025
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